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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Cash Management System (CMS) 

dalam meningkatkan pengelolaan APBN oleh bendahara satuan kerja di KPPN Gorontalo. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model 

interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

CMS telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBN, namun 

belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi kesiapan sumber daya manusia yang belum 

merata serta kualitas infrastruktur jaringan yang masih bervariasi antar-satuan kerja. 

Sebaliknya, budaya organisasi telah berkembang ke arah budaya kerja digital yang 

mendukung penerapan CMS. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi 

CMS memerlukan penguatan kapasitas SDM, pemerataan infrastruktur teknologi informasi, 

dan penguatan budaya organisasi untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih efektif 

dan berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of the Cash Management System (CMS) policy in 

improving state budget (APBN) management by spending treasurers at the Gorontalo State Treasury 

Service Office (KPPN). A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through 

interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, 

Huberman, and Saldaña. The findings indicate that CMS implementation has improved the efficiency, 

transparency, and accountability of APBN management, although its implementation has not yet been 

fully optimized. The main challenges include uneven human resource capacity and disparities in network 

infrastructure across work units. Conversely, organizational culture has evolved toward a digital-

oriented work environment that supports CMS implementation. The study concludes that strengthening 

human resource capacity, improving digital infrastructure, and reinforcing organizational culture are 

essential to achieving more effective and sustainable public financial management. 

Keywords: Policy Implementation; Cash Management System; State Budget Management. 

 
PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu agenda 

strategis reformasi birokrasi di Indonesia [1], [2]. Pemerintah terus mendorong modernisasi 
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sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemanfaatan 

teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, 

efektif, dan efisien [3], [4], [5]. Amanat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

menempatkan digitalisasi layanan publik sebagai instrumen utama dalam peningkatan 

kualitas tata kelola pemerintahan [6], [7], [8], [9]. Digitalisasi pengelolaan kas negara tidak lagi 

dipandang sebagai inovasi administratif semata, tetapi telah menjadi kebutuhan strategis 

dalam memperkuat akuntabilitas fiskal, mempercepat proses bisnis, meminimalkan risiko 

penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis keuangan 

negara. 

Salah satu bentuk transformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi Cash 

Management System (CMS) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja 

sama dengan perbankan pemerintah [10], [11], [12]. CMS merupakan sistem transaksi 

keuangan elektronik yang memungkinkan bendahara satuan kerja melaksanakan pembayaran 

secara cashless, real-time, terdokumentasi secara digital, serta terintegrasi dengan sistem 

pengelolaan kas negara. Melalui implementasi CMS, proses pembayaran yang sebelumnya 

dilakukan secara manual bertransformasi menjadi sistem elektronik yang lebih cepat, aman, 

mudah diawasi, dan mampu menghasilkan jejak audit (audit trail) yang lebih baik [13]; [14], 

[15]. Dengan demikian, CMS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBN 

sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

negara. 

Akan tetapi, implementasi teknologi dalam organisasi publik tidak selalu berjalan sesuai 

dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu sistem digital tidak hanya ditentukan oleh 

kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kapasitas sumber 

daya manusia, komunikasi kebijakan, dukungan infrastruktur, serta tingkat penerimaan 

pengguna terhadap perubahan sistem kerja [16], [17], [18]. Dalam perspektif implementasi 

kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi digital 

sangat dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan yang berlangsung pada tingkat 

pelaksana (street-level bureaucracy) [19], [20]. Oleh karena itu, keberhasilan CMS tidak cukup 

diukur dari meningkatnya jumlah transaksi elektronik, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan 

bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik organisasi. 

KPPN Gorontalo sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 

peran strategis dalam mengawal implementasi CMS melalui fungsi pembinaan, 

pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap bendahara satuan kerja. Seluruh transaksi 

APBN pada satuan kerja mitra KPPN diarahkan untuk memanfaatkan CMS sebagai instrumen 

pembayaran non-tunai. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa 

implementasi CMS masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan 

kompetensi sebagian bendahara dalam mengoperasikan sistem, ketergantungan terhadap 
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kualitas jaringan internet, gangguan layanan perbankan (system downtime), serta masih 

ditemukannya kebiasaan transaksi manual yang menyebabkan pemanfaatan CMS belum 

optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi CMS belum 

sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan sistem, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

implementasi kebijakan [21], [22]. 

Fenomena tersebut juga tercermin pada perkembangan penggunaan CMS di wilayah 

kerja KPPN Gorontalo. Secara kuantitatif terjadi peningkatan pemanfaatan CMS selama empat 

tahun terakhir, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi 

nilai transaksi maupun kualitas implementasi di tingkat pengguna. 

Tabel 1. Perkembangan Implementasi Cash Management System (CMS) pada KPPN 

Gorontalo Tahun 2022 & 2025 

Indikator 2022 2025 

Persentase Satker Menggunakan CMS 26,00% 79,14% 

Frekuensi Transaksi melalui CMS 74,35% 89,72% 

Nilai Transaksi melalui CMS 10,29% 47,76% 

Sumber: KPPN Gorontalo (2025). 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase satuan kerja yang menggunakan 

CMS meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam periode 2022–2025. Frekuensi transaksi 

elektronik juga meningkat hingga mencapai 89,72%. Namun demikian, peningkatan nilai 

transaksi baru mencapai 47,76%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi bernilai 

besar masih belum sepenuhnya dilakukan melalui CMS. Kondisi ini mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara tingkat adopsi sistem dengan tingkat optimalisasi pemanfaatan CMS dalam 

pengelolaan APBN. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi belum sepenuhnya tercermin 

dari tingginya tingkat penggunaan aplikasi, tetapi juga harus diukur berdasarkan kualitas 

pelaksanaan kebijakan. 

Dalam kajian implementasi kebijakan, Riant Nugroho (2010) menjelaskan bahwa 

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu isi kebijakan (policy 

content), konteks implementasi (implementation context), sistem penyampaian kebijakan (delivery 

system), serta hasil kebijakan (policy outcome) [23], [24], [25]. Keempat dimensi tersebut 

memberikan kerangka analisis yang komprehensif karena tidak hanya menilai keberhasilan 

dari aspek administratif, tetapi juga menjelaskan bagaimana substansi kebijakan diterjemahkan 

oleh organisasi pelaksana hingga menghasilkan dampak nyata [26], [27]. Pendekatan ini dinilai 

relevan untuk menjelaskan implementasi CMS yang melibatkan interaksi antara kebijakan 

nasional, organisasi pelaksana, sistem teknologi informasi, serta perilaku bendahara sebagai 

pengguna utama. 

Kajian mengenai CMS telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih 

menunjukkan fokus yang beragam. Penelitian [18] menemukan bahwa implementasi CMS 

mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, 
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meskipun masih dihadapkan pada kendala system error dan kesiapan sumber daya manusia. 

Penelitian [28] menekankan bahwa keberhasilan implementasi CMS dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman pejabat perbendaharaan, kemudahan penggunaan sistem, serta dukungan 

layanan perbankan [29], [30]. Sementara itu, [31] menunjukkan bahwa efektivitas CMS 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bendahara melalui kualitas sumber daya manusia, 

keamanan sistem, prosedur kerja, dan pengendalian internal. 

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian terdahulu masih 

memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian berorientasi pada 

efektivitas penggunaan sistem, kepuasan pengguna, atau pengaruh CMS terhadap kinerja 

bendahara, sehingga belum secara komprehensif menjelaskan proses implementasi kebijakan 

yang melatarbelakangi keberhasilan maupun kegagalan penerapan CMS. Kedua, kajian 

sebelumnya lebih banyak menggunakan perspektif manajemen sistem informasi dan 

pengelolaan keuangan, sedangkan pendekatan implementasi kebijakan publik masih relatif 

terbatas. Ketiga, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji 

implementasi CMS pada lingkungan KPPN Gorontalo menggunakan kerangka implementasi 

kebijakan [32], [33]. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya analisis 

yang mengintegrasikan dimensi isi kebijakan, konteks implementasi, sistem penyampaian, dan 

hasil kebijakan dalam menjelaskan implementasi CMS pada tingkat satuan kerja. Untuk 

memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, disajikan pemetaan 

penelitian terdahulu sebagai berikut. 

Tabel 2. State of the Art dan Research Gap Penelitian 

Peneliti Fokus Penelitian Temuan Utama Keterbatasan 

Fithriyah 

Susanti et al. 

(2023) 

Implementasi CMS 

pada Kementerian 

Kesehatan 

CMS meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

Belum menggunakan 

perspektif 

implementasi 

kebijakan 

I Dewa Gede 

S. A. Yadnya 

(2022) 

Faktor keberhasilan 

penggunaan CMS 

Dipengaruhi 

kompetensi SDM dan 

layanan bank 

Berfokus pada faktor 

teknis penggunaan 

Sofina 

Anggia et al. 

(2024) 

Pengaruh CMS 

terhadap kinerja 

bendahara 

CMS meningkatkan 

kinerja bendahara 

Tidak mengkaji proses 

implementasi 

kebijakan 

Penelitian 

ini 

Implementasi 

kebijakan CMS pada 

KPPN Gorontalo 

berdasarkan model 

Riant Nugroho 

Menganalisis hubungan 

antara isi kebijakan, 

konteks implementasi, 

sistem penyampaian, 

dan hasil kebijakan 

Mengisi kekosongan 

kajian implementasi 

kebijakan berbasis 

digital pada 

pengelolaan APBN 

 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis 

implementasi Cash Management System dari perspektif implementasi kebijakan publik dengan 

menggunakan model [32] pada konteks pengelolaan APBN di lingkungan KPPN Gorontalo. 

Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi tingkat penggunaan CMS, tetapi juga menjelaskan 
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bagaimana substansi kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik implementasi, faktor-faktor 

yang memengaruhi keberhasilannya, serta implikasinya terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan Cash Management System (CMS) dalam meningkatkan pengelolaan APBN oleh 

bendahara satuan kerja pada KPPN Gorontalo berdasarkan dimensi isi kebijakan, konteks 

implementasi, sistem penyampaian kebijakan, dan hasil kebijakan. Temuan penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian implementasi 

kebijakan digital di sektor publik sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dalam meningkatkan efektivitas implementasi CMS. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

untuk menganalisis implementasi kebijakan Cash Management System (CMS) dalam 

meningkatkan pengelolaan APBN oleh bendahara satuan kerja di KPPN Gorontalo. 

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses implementasi 

kebijakan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaksana kebijakan [34], [35], 

[36]. 

Penelitian dilaksanakan di KPPN Gorontalo beserta beberapa satuan kerja mitra 

pengguna CMS. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis KPPN sebagai instansi yang 

melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi implementasi CMS di 

wilayah Provinsi Gorontalo. 

Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2010) 

yang meliputi empat dimensi, yaitu (1) isi kebijakan, (2) konteks pelaksanaan, (3) sistem 

penyampaian kebijakan, dan (4) hasil kebijakan. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai 

pedoman dalam menyusun instrumen penelitian, proses pengumpulan data, serta analisis 

temuan. 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling, meliputi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Kepala KPPN 

Gorontalo, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, pimpinan satuan kerja, 

serta bendahara pengeluaran sebagai pengguna CMS. Data sekunder diperoleh dari regulasi, 

pedoman teknis, laporan penggunaan CMS, serta dokumen pendukung lainnya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

studi dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. 

Analisis data menggunakan model interaktif [37] yang meliputi kondensasi data (data 

condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan 

(conclusion drawing/verification). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan 

data hingga penelitian selesai untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 

implementasi kebijakan CMS di KPPN Gorontalo. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kesiapan SDM dalam Implementasi CMS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor 

yang paling menentukan keberhasilan implementasi Cash Management System (CMS) pada 

satuan kerja di wilayah KPPN Gorontalo. Sebagian besar bendahara telah memiliki 

kemampuan dasar dalam mengoperasikan CMS sehingga proses transaksi keuangan dapat 

dilaksanakan secara elektronik. Namun demikian, tingkat penguasaan aplikasi belum 

sepenuhnya merata. Pada beberapa satuan kerja masih ditemukan bendahara yang 

memerlukan pendampingan teknis, khususnya ketika terjadi pembaruan aplikasi atau kendala 

sistem. 

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi pengguna tidak 

hanya diperoleh melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan KPPN, tetapi juga 

melalui proses pembelajaran mandiri dan diskusi antarbendahara. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa transformasi digital mulai membentuk budaya belajar dalam organisasi, meskipun 

masih terdapat sebagian aparatur yang mempertahankan pola kerja manual karena merasa 

lebih aman terhadap risiko kesalahan transaksi 

Tabel 4.1 Analisis Data Kesiapan SDM (Miles, Huberman & Saldaña, 2014) 

Data Mentah Kondensasi Data Display Data Kesimpulan 

Sebagian besar 

bendahara telah mampu 

menggunakan CMS 

secara mandiri. 

Kompetensi 

teknis pengguna 

meningkat. 

Mayoritas satker 

telah mandiri 

menggunakan 

CMS. 

Literasi digital 

sudah berkembang. 

Beberapa bendahara 

masih membutuhkan 

pendampingan saat 

terjadi pembaruan 

sistem. 

Adaptasi 

terhadap 

perubahan sistem 

belum merata. 

Masih terdapat 

disparitas 

kompetensi antar 

satker. 

Pelatihan 

berkelanjutan 

masih diperlukan. 

Pembelajaran dilakukan 

melalui bimtek, grup 

komunikasi, dan diskusi 

sesama bendahara. 

Terjadi transfer 

pengetahuan 

secara informal. 

Kolaborasi 

mempercepat 

proses adaptasi. 

Komunitas belajar 

menjadi faktor 

pendukung 

implementasi CMS. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026). 

Berdasarkan hasil kondensasi data, kesiapan SDM di lingkungan KPPN Gorontalo dapat 

dikategorikan cukup baik, namun belum sepenuhnya homogen. Digitalisasi telah mendorong 

peningkatan literasi digital aparatur, tetapi keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh 

pengalaman pengguna, kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem, dan intensitas 

pendampingan yang diberikan KPPN. 

Temuan tersebut memperkuat konsep Digital Era Governance yang menempatkan 

kapasitas aparatur sebagai prasyarat utama keberhasilan transformasi digital. Dalam perspektif 

implementasi kebijakan Riant Nugroho, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konteks 

pelaksanaan telah berjalan cukup baik, meskipun penguatan kapasitas SDM secara 

berkelanjutan masih diperlukan agar implementasi CMS berlangsung secara optimal. 
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Infrastruktur Jaringan dalam Implementasi CMS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur jaringan menjadi 

faktor teknis yang paling sering memengaruhi kelancaran implementasi CMS. Sebagian besar 

informan menyatakan bahwa aplikasi CMS berjalan dengan baik apabila didukung koneksi 

internet yang stabil. Sebaliknya, gangguan jaringan menyebabkan proses unggah transaksi 

menjadi lambat bahkan mengalami timeout, terutama pada akhir periode pelaporan ketika 

volume transaksi meningkat. 

Perbedaan kualitas jaringan antar satuan kerja menyebabkan efektivitas implementasi 

CMS tidak berlangsung secara seragam. Beberapa satker telah menyediakan jaringan internet 

khusus, sedangkan satker lainnya masih bergantung pada jaringan publik sehingga stabilitas 

koneksi belum dapat dijamin. 

Tabel 4.2 Analisis Data Infrastruktur Jaringan 

Data Mentah Kondensasi 

Data 

Display Data Kesimpulan 

CMS berjalan 

lancar apabila 

jaringan stabil. 

Stabilitas 

internet 

menentukan 

keberhasilan 

transaksi. 

Infrastruktur 

menjadi faktor 

pendukung 

utama. 

Infrastruktur 

berpengaruh 

langsung 

terhadap 

efektivitas CMS. 

Saat jaringan 

terganggu 

transaksi sering 

mengalami 

timeout. 

Gangguan teknis 

menghambat 

pelayanan. 

Terjadi 

keterlambatan 

transaksi pada 

jam sibuk. 

Infrastruktur 

belum 

sepenuhnya 

optimal. 

Sebagian satker 

menggunakan 

internet cadangan. 

Satker 

melakukan 

mitigasi secara 

mandiri. 

Belum terdapat 

standar kualitas 

jaringan yang 

sama. 

Diperlukan 

pemerataan 

kualitas jaringan. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026). 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi CMS belum sepenuhnya didukung 

oleh kesiapan infrastruktur digital yang merata. Walaupun aplikasi telah berjalan dengan baik 

pada sisi sistem pusat, kualitas jaringan di tingkat pengguna masih menjadi hambatan utama. 

Dalam perspektif Digital Era Governance, infrastruktur digital merupakan fondasi 

transformasi birokrasi sehingga keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada 

aplikasi, tetapi juga pada kualitas konektivitas yang menopangnya. 

Budaya Organisasi dalam Implementasi CMS 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di lingkungan KPPN 

Gorontalo telah mengalami perubahan menuju budaya kerja digital. Mayoritas informan 

menyatakan bahwa penggunaan CMS telah meningkatkan disiplin administrasi, transparansi 

transaksi, dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Perubahan tersebut didukung oleh komitmen 

pimpinan yang secara konsisten mendorong penggunaan transaksi non-tunai serta 

memberikan pendampingan kepada satuan kerja. 

 Meskipun pada tahap awal implementasi masih ditemukan resistensi terhadap 

perubahan sistem, kondisi tersebut semakin berkurang seiring meningkatnya pemahaman 
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aparatur mengenai manfaat CMS. Saat ini CMS tidak lagi dipandang sebagai beban 

administratif, tetapi telah menjadi bagian dari standar operasional pengelolaan keuangan 

negara. 

Tabel 4.3 Analisis Data Budaya Organisasi 

Data Mentah Kondensasi Data Display Data Kesimpulan 

Pegawai mulai 

terbiasa 

menggunakan CMS 

setiap transaksi. 

Terjadi perubahan 

perilaku kerja. 

Budaya 

digital mulai 

terbentuk. 

Adaptasi organisasi 

berjalan baik. 

Pimpinan aktif 

mendorong 

penggunaan CMS. 

Kepemimpinan 

mendukung 

transformasi digital. 

Komitmen 

organisasi 

tinggi. 

Leadership 

mempercepat 

implementasi. 

Resistensi pengguna 

mulai berkurang. 

Penerimaan 

terhadap inovasi 

meningkat. 

CMS menjadi 

bagian 

budaya kerja. 

Budaya organisasi 

mendukung 

keberhasilan CMS. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026). 

 Analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan faktor yang memperkuat 

implementasi CMS. Kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang intensif, serta 

pembentukan kebiasaan kerja digital telah mendorong aparatur menerima CMS sebagai bagian 

dari tata kelola keuangan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan konsep Digital Era 

Governance, yang menegaskan bahwa transformasi digital akan berhasil apabila diikuti 

perubahan budaya organisasi menuju birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan kolaboratif. 

Pembahasan 

Kesiapan SDM 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan 

faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Cash Management System (CMS) 

di lingkungan KPPN Gorontalo. Meskipun sebagian besar bendahara telah mampu 

mengoperasikan CMS secara mandiri, masih ditemukan perbedaan tingkat kompetensi antar-

satuan kerja. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada kemampuan teknis dalam 

menjalankan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap pembaruan sistem, 

menyelesaikan kendala operasional secara mandiri, serta memanfaatkan fitur-fitur digital 

secara optimal. Dengan demikian, implementasi CMS tidak hanya membutuhkan literasi 

digital, tetapi juga kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan proses bisnis 

pengelolaan APBN. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digital lebih 

ditentukan oleh kesiapan human capital dibandingkan aspek teknologi semata. Dalam 

perspektif Digital Era Governance (DEG), transformasi digital merupakan perubahan 

menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi dengan kapasitas organisasi. Oleh karena itu, 

peningkatan kompetensi aparatur menjadi prasyarat utama agar digitalisasi mampu 

menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [38] yang menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya 

manusia. Temuan ini juga menguatkan penelitian [1], [39] yang menunjukkan bahwa 

penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat sistem. 
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Di KPPN Gorontalo, peningkatan kompetensi tidak hanya diperoleh melalui bimbingan teknis 

formal, tetapi juga melalui pembelajaran antarrekan (peer learning), sehingga mempercepat 

proses adaptasi terhadap perubahan sistem. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas bendahara 

tidak cukup dilakukan melalui pelatihan yang bersifat umum. KPPN perlu menerapkan 

strategi capacity building yang berkelanjutan melalui pelatihan berbasis kebutuhan, 

pendampingan teknis, serta penguatan komunitas praktik (community of practice) agar 

kompetensi digital antar-satuan kerja menjadi lebih merata. 

Infrastruktur Jaringan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan merupakan faktor 

pendukung yang secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi CMS. Meskipun 

aplikasi CMS telah berfungsi dengan baik, kualitas konektivitas internet yang berbeda antar-

satuan kerja menyebabkan proses transaksi belum berjalan secara optimal. Gangguan jaringan, 

keterlambatan akses (latency), dan kegagalan pengunggahan data masih ditemukan terutama 

pada satuan kerja yang berada di wilayah dengan kualitas jaringan yang rendah. 

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digital 

tidak hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem teknologi 

yang mendukungnya. Dalam kerangka Digital Era Governance, infrastruktur digital 

merupakan fondasi integrasi layanan publik berbasis elektronik. Ketika kualitas jaringan 

belum merata, manfaat digitalisasi belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh 

pengguna. 

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian [40] mengenai digital divide yang 

menjelaskan bahwa kesenjangan infrastruktur menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas 

implementasi layanan digital. Penelitian [6] juga menegaskan bahwa kualitas sistem dan 

kualitas infrastruktur merupakan faktor yang menentukan keberhasilan sistem informasi. 

Dengan demikian, kendala jaringan yang masih ditemukan di wilayah kerja KPPN Gorontalo 

menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

implementasi CMS. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara KPPN, satuan kerja, dan 

penyedia layanan internet untuk meningkatkan stabilitas jaringan. Selain itu, penyediaan 

standar minimal kualitas koneksi internet pada setiap satuan kerja perlu menjadi bagian dari 

strategi penguatan transformasi digital pengelolaan APBN. 

Budaya Organisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di lingkungan KPPN 

Gorontalo telah berkembang ke arah budaya kerja digital yang lebih transparan, kolaboratif, 

dan akuntabel. CMS tidak lagi dipersepsikan sebagai beban administratif, tetapi telah menjadi 

bagian dari mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan APBN. Perubahan tersebut 

didukung oleh kepemimpinan yang adaptif, komunikasi organisasi yang terbuka, serta 

terbentuknya kebiasaan saling berbagi pengetahuan antarpegawai dalam menyelesaikan 

berbagai kendala operasional. 

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya perubahan 

teknologi, tetapi juga perubahan nilai dan perilaku organisasi. Dalam perspektif Digital Era 

Governance, keberhasilan digitalisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun 

integrasi antara teknologi, proses kerja, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, budaya kerja 

yang mendukung inovasi menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan 
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implementasi CMS. 

Hasil penelitian ini memperkuat teori budaya organisasi [32]  yang menjelaskan bahwa 

perubahan organisasi terjadi ketika nilai, norma, dan asumsi dasar organisasi berubah secara 

bertahap. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian [38] yang menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional berperan penting dalam meningkatkan penerimaan terhadap 

inovasi digital. Di KPPN Gorontalo, komitmen pimpinan dalam mendorong penggunaan CMS 

berhasil mengurangi resistensi terhadap perubahan serta mempercepat terbentuknya budaya 

kerja digital. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CMS perlu 

dipertahankan melalui penguatan budaya organisasi yang mendukung inovasi, pembelajaran 

berkelanjutan, dan kolaborasi antarsatuan kerja. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya 

menghasilkan perubahan pada prosedur kerja, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang 

mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN secara berkelanjutan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Cash Management System (CMS) dalam 

meningkatkan pengelolaan APBN di KPPN Gorontalo telah berjalan dengan cukup efektif, 

namun belum mencapai tingkat optimal pada seluruh satuan kerja. Keberhasilan 

implementasi CMS ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kesiapan sumber daya manusia, 

dukungan infrastruktur jaringan, dan budaya organisasi. 

Kesiapan sumber daya manusia menunjukkan perkembangan yang positif melalui 

meningkatnya literasi digital dan kemampuan bendahara dalam mengoperasikan CMS. 

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan kompetensi antar-satuan kerja sehingga 

penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis tetap 

diperlukan. Dari aspek infrastruktur, kualitas jaringan internet yang belum merata masih 

menjadi kendala dalam kelancaran transaksi elektronik, terutama pada periode dengan 

intensitas transaksi yang tinggi. Sementara itu, budaya organisasi telah menjadi faktor 

pendukung utama implementasi CMS, yang ditunjukkan oleh terbentuknya budaya kerja 

digital yang lebih transparan, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada efisiensi 

pengelolaan APBN. 

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi CMS tidak hanya bergantung pada 

pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan 

kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan budaya kerja secara simultan. 

Temuan ini memperkuat perspektif Digital Era Governance bahwa keberhasilan transformasi 

digital sektor publik ditentukan oleh sinergi antara aspek teknologi, organisasi, dan sumber 

daya manusia. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi CMS di KPPN Gorontalo 

memerlukan strategi penguatan kompetensi digital aparatur, pemerataan kualitas 

infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan budaya organisasi yang adaptif terhadap 

transformasi digital guna mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih efektif, transparan, dan 

akuntabel. 
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